
Menimbang

PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA

NOMORA TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KER.'A PEMERIMAH DAERAH
KABUPATEN TORA"'A UTARA TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

a. bahwa dalam rangfu. peiryelenggaraan Pemerintahan Daeratr

dan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan prioritas,

sasaran scrta sinergitas program maka

dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Femerintatt

Daerah l(abupaten Toraja Utara Tahun 202O;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2O14 terrtang Pemerintahan Dacrah dan Peraturan

MenGri Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang

Pelaksanaan Peraturan Psnerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelakeanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Pemerintah wajib menyusun Rencana IGrja Femerintah

Daerah yang dari Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

I(abupaGn Toraja Utara Tahun 2016-242I:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dalam huruf a dan huruf b, perlu m€netapkan Feraturan

Bupati tentang Rencana lGrja Pemerintah Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangu.nan Naeional (Lembaran Negara

n

Mengingat



Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2@4 t€ntang
Perimbangan IGuangan antara Femerintah Pusat dan
Pcmffintahut Dacrah (Leobum Ncgra Rcprblik Indmecia
Tahun 2O04 Nomor 126, Negara

Republik Indoneaia Noaor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tatrun 2O05-2O25

(Lembaran Negara Rcpublik Indorresia Tahun 2fi)7 Nomor

33, Tambahan Lembaran

Nomor 47OO);

Republik Indonesia

5. Nomor 2A Tahun 2008 tentang

23 Tatrun 2Ol4 t€llrtang

Fembcntukan Kabupaten Toraja Utara di Pnovirrsi Sulaweei

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2fi)8
Nomor l0l, Tambahan Lrnbaran Negara Republik lndoncsia
Nomor 4874);

6. Undang-Uodang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tndmesia
Tahun 2O14 Nomor 244, L€mbamn Negara
Republik Indonesia Nmor 5587) sebagaimana telatr diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan lGdua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5,679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2fi)5 tentang Dana
Perimbangsn (I"eabesaa Negara Republik Indoneeia Tahun

Negara Republik2O05 Nomor 137, Tambahan
Indonesia Nomor 45751;

8. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tartang
Pengelolaan lGuaagan Daerah (Leobaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2fi)5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 4528);

9. Feraturan Femerintah Nomor 8 Tahun 20Og tentang
Tahapan, Tata Cara Perr5nrsunan, nengendalian dan EValuasi
Felaksanaan Rencana Fembangunan Daerah (Lcmbaran
Negara Republik trdonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan L€Gbaran Negara
Nomor 4817);

Feraturan Pemefintah Nomor 12 Tahun 2OlZ t€ntang
Pembinaan dan Fengawasan nenyelengaraan Femerintahan

Indoneeia
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Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6O41);

1O. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2017 t€ntang Inovasi

Dacratr $lmbarm Ncgua Rcflrblik Indurecia Tatrun 2O17

Nomor 206, Tambahan I€mberan Negara Republik
Nomor 6123);

I 1. Perahrran Femerintah Nomor 45 Tahun 2O 17 t€ntang

Masyarakat Dalam

Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik trdonesia

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Leinbaran Negara

Republik Indoneaia Nomor 6133);

12. Peraturan Fern€rintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan l(6scng|rn Daerah (Lanbaran Negara Republik

Indoreeia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan L€mbaran

Ncgara Rcpublik Indonecia Nomor 6322f ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

t€ntang, IGuangan Dacrah
,(Ii telah diubah teraktrir dengan Pcraturan

Menteri Dalam N%Eri 21 Tahun 2Ol1 tentang

Perubahan Kedua Atas Feraturan Merrteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 20O6 t€ntang Fedoman Fengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpubfk Indonesia Tahun

20ll Nomor 3lO);
14. Pef,aturan MenGri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

t€ntang Tata Cara Ferencanaan, Femgendalian dan Evaluaei

Pembangunar Daerah, Tata Cra &ahrasi Rancmgm
Peraturan Dacrah t€ntang Rclrcana Pembangunan Jengka

Panjang den Jaradka

Menengah Daerah scrta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangla Menengah Daerah dan Rencana l(erja
Penerintah Dacrah;

15. Ferahrran Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor

31 Tahun 2Ol9 Tentang Pedoman Pcrryusunan R€ncana

IGrja Femerintah Daerah Tahun 2O20 (L€mbafarr N%ara
Ftepuhlik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 88,
Lcmbaran N{ara Republik Indonesia Nomor 6344);

16. Peraturan Da€rah Plovinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2019 Rencora Pembengusen Jangka
Dacrah Provinsi SuLaurcei Selatan Tahun

20t9-2ol23;
17. Peraturan

JanEka Panjang Daeratr, Rencana

Gubemur Provinsi Sulavrcsi Seletan
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Nomor 25 Tatrun 2019 t€rrtang Rencana Ke{a Femcrintah

Daerah Provinsi Sulaureei Selatan Tahun 2020 (Berita Dacralr

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 251;

18. Peraturan Daerah lbbupaten Toraja Utara Nomor 4 Tatrun
2O1O ttrttang Rencana Pembangunur Jmgfua Pu$urg
Daerah Tahun 2OI0-2O3O (Imbaran Da€rah l(abupaten
Torqia Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Taabahan Lenbaran
Daerah l(abupatcn Toraja Utara Nomor l);

19. Peraturan Dacrah lkbupaten Torqia Utara Nomor ll Tahun
2010 tentang Folok-Fokok Fengelolaan lGuangan Da€rall
(Leinbarun Da€ratl Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO
Nomor ll, Tambahan Iembaran Daerah l(abupaten Toraja
Utara Nomor 3);

2O. Peraturan Da€rah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tatrun
2016 tentang Pemberrtut<an dan Susunan perangkat Da€rah
(Imbararr Daetah lkbupatcn Toraja Utara Tahun 2O16

Nomor 4, Taabahan Lembaran Daerah I(abupaten Toraja
Utara Nomor 61);

21. Perahrran Daerah Kabupatea Toraja Utara Nomor 6 Tahun
2O16 tentang Rcrrcana Fembangunan Jangka Menengah

I(abupa.ten Toraja Utara Tahun 2O16-2O21 (kmbaran
Daerah l(abupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan lembaran Daerah I(abupaten Toraja Utara
Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN

PEMERII'ITAH

TAHUN 2020.

BUPATI

DAERAH

TEMANG RENCANA KER.JA

KABUPATEN TORA"'A UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Passl 1

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah l(abupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Femerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
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(.,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesira

Tahun 1945.

3. Pemerinah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupa.ti Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DRPD adalah lerabaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Femerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa.ti dan
DPRD dolam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjut
disebut RKPD adalah Dokumen Penencanaan,

Penelitian dan Pengernbangan Daerah unhrk periode I
(satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangfcat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daeratr adalah dokumen
pertencanaan tahunan Perangkat Daerah,

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud:
a. menjadi bagr Perangkat Daerah dalam

menJrusun renja Ferangkat Daerah Tahun 2020;
b. menjadi pedoman bagi Pemerintah Dacrah dalam

menJrusun Kebljakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA) Tahun 2O2O1' darr

c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menrusun Rancangan pendapa.tan dan
Belanja Daerah (RAPtsD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA KER.'A PEMERIIITAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan,
penelitian dan pengembangan Daerah dalam jangka
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waktu I (satu) Ahun mulai tanggal 1 Januari 2O2O dan
berakhir 31 Desember 2020.

Passl 4

(1) Dalam rangka menJrusun RAPBD Tahun Anggaran

2020, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun
2O2O sebagai bahan pembahasan KUA dan Prioritas
Anggaran di DPRD.

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2O2O

dalam pembahasan

Daerah dan Anggaran Ferangkat Daerah dengan
DPRD.

I,APORAN

Pasal 5

(1) Ferangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan
dan Tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Angaran yang berisi uraian tentang

kegiatan dan kinerja masing-
masrng program.

(2) Laporan sebagqimma dimaksud ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Badan

Pengembangan Daerah dan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah l(abupa.ten Toraja Utara paling lambat 1O

(sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
bagi analisis dan evaluasi usulan

anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

IGpala Badan Perencanaan, Fenelitian dan pengembangan

Daerah meneliaah kesesuaian antara Renja Ferangkat
Daerah dan Anggaran Ferangkat Daerah tahun 2O2O hasil
pembahasan bersama DPRD dengan RKpD tahun 202O.

w
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Pereturan

Pasal 7
i

Rincian R+PD tahun 2O2O tercanhrm dalam Iampiran
dan bagiarl )rang tidah terpisatrkan dari

I

Penaturan fupati ini.
I

i sABv
KETENTT,'AI{ PEItIUfl,'P

Pasal 8

Bupati ini mulai berlah pada tansat

Agar omng mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dqjnn

drlam Berita Dacratr Ikbupaten Toraja
Utara.

Ditetapkan di Rantepao

pada tangal 2g aU. aorg

rcRA.'A UTARA,

j'.1

Dfundangkan di Rarrtepao

pada tanggal P JU, al9

BERITA DAERAH

,.ir A +t

TORA.'A I.'TARA TNIUN 2AL9 NOMOR 
'
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